LAKIP 2015

BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.
Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama Tahun Anggaran 2015. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya Good Governance yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI 
Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2o sampai 3o Lintang Selatan dan 115o sampai 116o Bujur Timur.  Adapun batas-batas wilayah Hulu Sungai Utara adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dari luasan ini topografi wilayah secara keseluruhan didominasi oleh lahan rawa yakni kurang lebih 89 % dan merupakan daerah agraris dimana sektor perikanan dan peternakan memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomiannya, baik dari segi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah. 
Sektor perikanan dan peternakan dituntut terus berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan penyediaan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.  Dalam konfigurasi pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya, sub sektor perikanan dan peternakan mempunyai posisi yang strategis sebagai penghasil bahan pangan penunjang utama dimana pada kondisi riil sekarang ini ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik.  Selain kontribusi langsung, sektor perikanan dan pertanian juga memiliki kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.  Dampak pengganda tersebut relatif besar sehingga sektor perikanan dan peternakan layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional.  
Sektor perikanan dan peternakan juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis perikanan dan peternkan.  Dengan pertumbuhan yang konsisten terus positif, sektor yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah sangat besar ini berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sektor perikanan dan peternakan merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduknya, karena sebanyak 60 persen dari angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor pertanian. Hal ini mempunyai implikasi bahwa upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan sektor perikanan dan peternakan. 
Dengan potensi sumber daya alam berupa hamparan lahan rawa yang sangat luas ini mempunyai produktifitas tinggi dan merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi sektor andalan perikanan dan peternakan.
Seiring dengan petumbuhan dan kesadaran pola hidup sehat mengakibatkan konsumsi ikan dan daging akan semakin meningkat, sehingga diperlukan kegiatan budidaya ikan, ternak unggas, serta ternak besar yang merupakan salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan ikan dan daging selain kegiatan budidaya untuk bidang perikanan juga ada kegiatan penangkapan ikan yang tetap dilakukan oleh nelayan akan tetapi dengan adanya pengawasan dan peningkatan kegiatan budidaya maka kegiatan penangkapan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi over fishing, dan dengan adanya pengawasan dapat diminimalisir kegiatan illegal fishing.
Dengan melihat kondisi seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan  Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam terutama hamparan lahan rawa yang sangat luas tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mewujudkan “Rawa Makmur 2020”.
C.	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di Bidang Perikanan dan Peternakan serta penilaian atas pelaksanaannya, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan dibidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perikanan dan pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan
3. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan bina produksi perikanan
4. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran perikanan
5. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan perikanan
6. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha ternak dan pengolahan hasil
7. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan peternakan
8. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
9. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana ternis; dan
10. Pelaksanaan urusan sekretariat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai susunan organisasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat  
a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Produksi Perikanan
a. Seksi Perikanan Tangkap
b. Seksi Perikanan Budidaya
4. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Perikanan
a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan
b. Seksi Pemberdayaan dan Informasi Perikanan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
a. Seksi  Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan
b. Seksi  Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan Hasil
a. Seksi Usaha Peternakan
b. Seksi Pengolahan, Promosi dan Pemasaran


7. Bidang Pengembangan Peternakan
a. Seksi Bibit, Pakan Ternak dan Teknologi Peternakan
b. Seksi Budidaya dan Perwilayahan
8. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a.   Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
b.   Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.   Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan  dan Peternakan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Balai Benih Ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.  Kelompok jabatan fungsional berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
Personalia Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara  sebanyak 48 orang. Jumlah personalia dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.	Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015
	No.
	Uraian
	Jumlah

	1.
	Jumlah Pegawai
	48

	2.
	Latar Belakang
	

	
	· Teknis
	32

	
	· Non Teknis
	16

	3.
	Tingkat Pendidikan
	

	
	· SD
· SLTP
	1
1

	
	· SLTA
	13

	
	· D III
	4

	
	· S1
	24

	
	· S2
	5

	4.
	Pangkat dan Golongan
	

	
	· Pembina Utama Muda (IV/c)
	1

	
	· Pembina Tingkat I (IV/b)
	2

	
	· Pembina (IV/a)
	3

	
	· Penata Tingkat I (III/d)
	9

	
	· Penata (III/c)
	11

	
	· Penata Muda Tingkat I (III/b)
	9

	
	· Penata Muda (III/a)
· Pengatur Tk I (II/d)
	1
2

	
	· Pengatur  (II/c)
· Pengatur Muda (II/a)
	7
1

	
	· (I/c)
· (I/d)
	1
1



Dari tabel di atas terlihat, jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan dari tingkat pendidikan didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang ( 50%). Kemudian tingkat pendidikan SLTA sebanyak 13 orang (27,1%), Diploma III (DIII) sebanyak 4 orang (8,4%), Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang (10,5%) dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang (2,1%), SLTP sebanyak 1 orang (2,1%).
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan di lapangan, peranan penyuluh sangat penting sekali untuk menyampaikan  dan menerima informasi (timbal balik) baik kepada masyarakat tani maupun kepada pemerintah.  Secara struktural pembinaan Penyuluh berada pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.






D.	PERMASALAHAN (STATEGIC ISSUED)

		 Terjadinya perlambatan laju pertumbuhan produksi khususnya untuk perikanan tangkap dan peternakan pada ternak besar dan kecil hal ini salah satu sebabnya karena alih fungsi lahan sehingga untuk lahan perikanan dan hijauan pakan ternak menjadi sangat terbatas.  Berkurangnya areal lahan untuk hijauan pakan ternak ini sangat berpengaruh terhadap populasi ternak besar khusus untuk kerbau dengan banyaknya wacana alih fungsi lahan akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan populasi dimasa yang akan datang, untuk perikanan tangkap dengan adanya alih fungsi lahan pada areal penangkapan mengakibatkan berkurangnya produksi hasil tangkapan akibat berkurangnya tempat berpijah bagi ikan-ikan yang ada dirawa-rawa tersebut.  Selain itu dengan adanya alih fungsi lahan juga sangat berdampak pada kawasan reservaat yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan biota-biota diperairan tersebut.    	
E.   SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistimatika penyusunan sebagai berikut  :
BAB I.	PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, aspek strategik organisasi, struktur organisasi, permasalahan utama (strategic issue) dan sistimatika penyusunan.
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organsasi.  Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
BAB IV.	PENUTUP
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran
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